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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA 

KECELAKAAN KAPAL DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 

DAN HUKUM NASIONAL 

(Rahmi Erwin, 1820112063, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, 2020)  

 Peran laut yang tak kalah penting adalah sebagai sarana transportasi yang 

menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. 

Transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama 

karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang 

Meskipun demikian, trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan 

banyak hal yang tidak diinginkan di laut. International Maritime Organization (IMO) 

merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung 

jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO 

memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar 

keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional.Pada 

waktu terbentuknya IMO, beberapa konvensi internasional penting telah 

dikembangkan seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 

1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for 

Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab negara tentang 

pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan 

implementasinya terhadap hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian 

yang di lakukan maka dapat dilakukan kesimpulan, tanggung jawab negara untuk 

mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi 

International Maritime Organization (IMO) yaitu: International Convention for the 

Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan International Convention on Regulation for 

Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972. Indonesia telah meratifikasi konvensi 

tersebut. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
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